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BAB V 

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan uraian pada bab- bab sebelumnya maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas fungsi (operasi 

kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi  atau sejenisnya 

yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya. Tugas 

dari Dinas Kesehatan yaitu melakukan Pengawasan Kualitas air minum 

secara eksternal, pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota atau oleh KKP khusus untuk wilayah kerja KKP. 

Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan 

yang dilaksanakan oleh penyelenggara air minum (dalam hal ini pemilik 

depot) untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi 

syarat. Di Kota Gorontalo yang bertanggung jawab dalam hal 

pengawasan kualitas air minum di Depot-depot air minum isi ulang 

adalah Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. Setiap DAMIU harus memiliki 

Izin usaha, dan menjamin Air Minum yang dihasilkan memenuhi standar 

baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan, untuk mendaatkan izin usaha maka 

DAMIU harus memenuhi persyaratan Hygiene Sanitasi dalam 

pengelolaan Air Minum. Di temukan DAMIU yang ada di kota 

Gorontalo Kecamtan Kota Utara ada 3 yang tidak terdaftar di Dinas 
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Kesehatan Kota Gorontalo maupun KPPT dan pada Kecamatan Kota 

Tengan ada 2 yang tidak terdaftar di Dinas Kesehatan Kota Gorontalo 

maupun KPPT ,Serta adanya keluhan dari masyarakat tentang 

DAMIU.hal ini termasuk dari kelalaian pada Pengawasan Dinas 

Kesehatan Kota Gorontalo. Adapun terkait dalam pengawasan 

pelaksanaanya, Berdasarkan hasil penelitian peneliti, bahwa terdapat 

beberapa cela pada dinas kesehatan dalam pengawasan depot air minum, 

khususnya pada depot air minum di wilayah kota utara dan Kota Tengah, 

Kota Gorontalo salah satu permasalahannya yaitu hambatan-hambatan 

terkait dalam hal Izin Usaha dan terdapat beberapa depot yang tidak 

mempunyai izin, maka dinas kesehatan dapat dikatakan belum efektif  

dalam hal pengawasan depot air minum. 

2. Hambatan-Hambatan dari Dinas Kesehatan Kota Gorontalo yaitu : 

a. Peraturan Dareah mengenai depot air minum isi ulang di kota 

gorontalo yang belum di buat. 

b. Laboratorium yang belum terakreditasi membuat sampel air hanya di 

uji di Laboratorium penunjukan 

c. Kurangnya Sosialisasi untuk pembinaan terhadap penyelenggara atau 

pemilik DAMIU. 

d. Kesadaran, tingkat pengetahuan, dan tingkat pendidikan banyak yang 

hanya berpendidikan sampai Sekolah Menengah Atas, hal ini akan 

berberda cara ketika pemilik DAMIU memiliki pendidikan yang lebih 

tinggi. 
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5.2 Saran 

 
Peneliti memahami bahwa harus adanya saran dalam menanggulangi 

permasalahan Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Gorontalo, meliputi : 

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Gorontalo ; Agar Pengawasan Kualitas Air 

minum di depot-depot isi ulang (Kecamatan Kota Utara dan Kota Tengah 

Kota Gorontalo) lebih maksimal lagi maka perlu adanya peningkatan 

pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, 

memberikan pembinaan 2x dalam setahun sehingga pemilik dapat mengerti 

serta memahami usaha depot air minum yanng sesuai dengan peraturan dan 

tidak akan merugikan konsumen, Dinas Kesehatan Kota Gorontalo juga 

harus lebih tegas dalam menangani DAMIU dengan tegas jika terjadi 

penyimpangan-penyimpan . 

2. Bagi Pemerintah Daerah Prov. Gorontalo perlu mengadakan peraturan 

daerah terkait dengan Depot Air Minum isi ulang sehingga Dinas Kesehatan 

Kota Gorontalo lebih disiplin lagi dan Pemilik depot air minum isi ulang 

tidak sembarang dalam membuka usaha depot air minum isi ulang jika 

hanya merugikan masyrakat daningin mencari keuntungan diri sendiri juga, 

membuat sistem pengawasan yang lebih ketat. 

3. Bagi Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang perlu memperhatikan lagi 

peraturan yang mengatur tentang DAMIU dan lebih memerhatikan lagi 

kualitas air yang akan di perdagangkan. 

4. Assosiasi Depot Air Minum isi Ulang di Kota Gorontalo perlu diaktifkan 

kembali. 
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5. Kepada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo perlu menindak lanjuti Surat 

Teguran kepada Depot-depot air minum yang tidak memerpanjang izin 

usaha dan yang tidak memiliki izin, serta memberikan sanksi yang tegas. 

6. Perlu ada pengujian Kualitas Air Minum pada depot-depot air minum isi 

ulang setiap 3 bulan sekali oleh pemilik maupun Dinas Kesehatan Kota 

Gorontalo. 

7. Bagi Konsumen pilihlah Depot air minum yang memiliki izin usaha, 

terdaftar di Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, air yang memiliki kualitas 

bagus dan kebersihan yang terjamin sehingga tidak menimbulkan kerugian. 
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